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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah

terakhir dengan Peraturan lt/enteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor

903142451418.7312015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal Penyusunan

Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran

dan Penatausahaan Keuangan Daerah serta Berita Acara Nomor

903143581418.7312015 tanggal 13 Nopember 2015 tentang Rapat

Pembahasan Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran dan

Penatausahaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa dengan adanya dinamika program kegiatan transaksi keuangan

dan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Kediri maka Peraturan

Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah perlu digantl;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
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Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor '1 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3613) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

(Lembaran Negara Republik lndonesia f ahun 2007 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang A/ajelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Penirrakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor '123, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5049);
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20'l 1 tentang Pembentukan

Peraturan Peru ndang-u nda ngan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian

Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4287);

'15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Peruvakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 f ahun 2012 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor '171 , Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia f ahun 2012 Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4575);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor '138, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4578):

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45B5);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '165,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Penarakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pembinaan dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5161);
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Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5'165);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201'1 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5219);

29. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

53 Tahun 2010;

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 198'1

tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian

Kredit Anggaran;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun '1985 tentang

Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan

Bangunan;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun '1997 tentang

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan

Barang Daerah;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34lPMK.03/2005 tentang

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 201 1;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daera h:

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129IPMK.07l200B tentang Tata

Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan / atau

Dana Bagi Hasil dalam kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari

Pemerintah Pusat;
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor B, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 84);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 90);

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Sistem dan Prosedur Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harus dijadikan pedoman bagi

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun

2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MEMUTUSKAN:
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 903/42451418.7312015 tanggal 9

Nopember 2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Berita Acara Nomor

903143581418.7312015 tanggal 13 Nopember 2015 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan

Sistem dan Prosedur Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan hasil

peserta rapat memutuskan perlu adanya Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur

Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) serta

mulai berlaku pada tanggal 1 Januarl 2016.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal '14 - 12 - 2015

Pj. BUPATT KEDrRr,

TTD.

IDRUS

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 14 - 12 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD.

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

. SUK SE MM
bina

NrP. 1967 7 199003 1 006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


